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ABSTRAK 
 
 
ROSADY PRAWIRA PUTRA B111 10 254. Peranan Korban Kejahatan 
Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar. (di bawah bimbingan Bapak 
Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Asis sebagai pembimbing 
II). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan 
korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar, perkembangan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar dan juga mengetahui bagaimanakah 
upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. 
 Sampel pada penelitian ini adalah pihak yang menjadi korban 
kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Data 
dikumpulkan dengan teknik wawancara, kuisioner dan observasi. Data 
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar pada tahun 2010-
2013 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peranan 
korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar adalah sebagai pihak yang justru 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya data dari hasil penelitian yang memaparkan bahwa sekitar 
80% dari total keseluruhan kejadian berawal dari adanya tindakan yang 
dilakukan oleh korban (faktor internal korban). Adapun upaya 
penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan cara represif dan 
preventif, dengan melakukan upaya tersebut maka kita dapat terhindar 
dari maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang 
Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan 
komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before 
the law). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) yang 
berbunyi  “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya”. 
Bambang Waluyo (2011:1) mengemukakan bahwa “Prinsip 
demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD NKRI 
1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama 
adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya”. 
Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah 
saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang 
mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban 
sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan 
hukum. Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana 
hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat 
korban. 
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Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban 
dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh  
pelaku, dimana pelaku berperan pasif dan korban berperan aktif, dalam 
hal ini korban dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya 
suatu tindak pidana, akan tetapi di dalam kenyataannya pelaku masih 
menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban 
mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting 
dalam proses reaksi sosial kecuali, hanya sekedar sebagai obyek bukti 
(saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia). 
Sementara itu Parman Soeparman (2007:50), mengemukakan 
bahwa : 
       Kepentingan  dari korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara   
yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut 
umum. Akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu 
pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, 
polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai 
wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan 
penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang 
bertindak mewakili terdakwa sendiri. 
 
Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami 
perkembangan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan 
ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak 
yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat 
sekitarnya, salah satu bentuk kriminalitas yang paling meresahkan 
masyarakat adalah pencurian. Betapa tidak, kriminalitas bentuk ini apabila 
ditinjau dari segi kualitas pencurian pun telah mengalami peningkatan 
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kualitas. Hal ini bisa dilihat dari modus-modus yang dilakukan oleh para 
pencuri yang semakin bervariasi. Pencurian seakan-akan mengikuti 
perkembangan zaman dan teknologi. Para pelakunya pun lihai dalam 
memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. 
Tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHPidana), sebagai berikut :  
Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah. 
 
Kejahatan pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHPidana terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud 
untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur 
objektif yakni barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain. 
Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, 
jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak 
terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi keluarga 
dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan 
masyarakat luas. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-
cara yang sederhana sampai dengan cara-cara yang yang rumit dan 
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menggunakan pola yang lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, 
dan cenderung luput dari jeratan hukum. 
Pencurian juga merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 
dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
seharusnya menjadi perhatian khusus dari para korban kejahatan tidak 
hanya bagaimana mengetahui peran mereka di dalam terjadinya tindak 
pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana 
upaya-upaya korban untuk mencegah dan  melindungi kepentingan diri 
mereka dan memberikan pelajaran apa yang harus dilakukan masyarakat 
agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta 
bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak 
pidana tersebut. 
Dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencurian, maka 
berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah 
satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi yang menjadi 
fokus dari bentuk pencurian dengan kekerasan di dalam skripsi ini adalah 
penjambretan. Alasan penulis memilih penjambretan sebagai objek kajian 
di dalam skripsi ini dikarenakan menurut penulis penjambretan merupakan 
tindak pidana yang terjadi dikarenakan adanya peranan korban yang lebih 
besar daripada bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
lainnya. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang 
marak terjadi di Kota Makassar saat ini. Kebutuhan hidup yang tak 
tercukupi (faktor ekonomi), meningkatnya pengangguran, kurangnya 
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kesadaran hukum, dan masih minimnya perlindungan hukum terhadap 
masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
tersebut. 
Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Unsur pencurian dengan kekerasan 
sama dengan unsur tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHPidana. Akan tetapi, tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan adanya 
unsur kekerasan baik itu didahului, disertai, ataupun diikuti oleh unsur 
kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki sanksi 
pidana yang lebih besar dari pada pencurian biasa ataupun pencurian 
dengan pemberatan. Tetapi pada kenyataannya sanksi tersebut seakan 
tidak bersifat “menakutkan” bagi pelaku dikarenakan pada kenyataannya, 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan justru masih marak terjadi di 
Kota Makassar. 
Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat 
di dalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari suatu 
tindak pidana sangatlah banyak salah satunya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor. Diantaranya 
faktor dari peran pelaku dan faktor dari korban itu sendiri. Namun dalam 
skripsi ini akan khusus mengkaji peranan korban sehingga menimbulkan 
terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan uraian 
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tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai 
bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, “Peranan Korban Kejahatan  
Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah perkembangan kasus tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah peranan korban kejahatan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar ? 
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui perkembangan kasus tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan korban kejahatan di 
dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar. 
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3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan 
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar. 
 
 2. Kegunaan Penelitian 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan   
hukum baik dalam bidang pidana maupun viktimologi. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat   
terhindar dari tindak pidana penjambretan yang saat ini banyak 
terjadi dalam masyarakat. 
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas hasanuddin. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A.  Viktimologi  
1.  Pengertian Viktimologi 
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2006:33), 
mengemukakan bahwa :  
Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang 
tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada 
berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau 
metode yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan 
namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah 
masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan tertentu 
dapat memicu munculnya kejahatan.  
 
Arif Gosita (1993:228), mengemukakan bahwa “Viktimologi 
merupakan istilah bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa latin yaitu 
Victima yang berarti korban dan logos yang berarti studi/ilmu 
pengetahuan. 
 Selanjutnya Arif Gosita (G. Widiartana, 2009:7), mengemukakan 
bahwa : 
Pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses 
selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian 
kejahatan terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 
1. Masalah kejahatan tidak dilihat dan dipahami menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional; 
2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak 
didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermartabat; 
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak 
didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat 
(tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban 
sebagai manusia sesama kita). 
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Rena Yulia (2010:43), mengemukakan bahwa : 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban 
dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi juga merupakan 
suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi 
(criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan 
suatu kenyataan sosial. 
 
J.E. Sahetapy (1995:158), mengemukakan bahwa : 
Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan 
korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita 
Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua 
aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupannya. 
 
Rena Yulia (2010:43), mengemukakan bahwa : 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia 
yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa 
akibat perlunya suatu pemahaman yaitu :  
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
 
Selanjutnya Rena Yulia (2010:44), mengemukakan bahwa : 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 
proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan 
kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan 
secara labih bertanggung jawab.  
 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak 
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untuk menyanjung para korban melainkan untuk memberi penjelasan 
mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana dan 
hubungannya dengan para pelaku tindak pidana.  
Bambang Waluyo (2011:9), mengemukakan bahwa : 
Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, 
kesejahteraan korban baik yang secara langsung atau tidak langsung 
terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi 
dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktural 
atau nonstruktural. 
 
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2006:33), 
mengemukakan bahwa : 
Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita 
tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui 
berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor 
penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi 
korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan 
kewajiban korban kejahatan. 
 
Rena Yulia (2010:45), mengemukakan bahwa : 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase yaitu fase 
pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada 
fase ini dikatakan sebagai “penal or special viktimology”. Sementara 
itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah 
korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase 
ini disebut sebagai “general viktimology”. Fase ketiga, viktimologi 
sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan 
korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi 
manusia, pada fase ini dikatakan sebagai “new viktimology”. 
 
 
2.  Ruang Lingkup Viktimologi 
 Bambang Waluyo (2011:11), mengemukakan bahwa : 
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Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, pada awalnya tentu 
korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak 
salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat 
memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, 
dan sebagainya. 
 
Arif Gosita (1993:39), mengemukakan bahwa : 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal 
pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu 
viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut 
pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu 
interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi 
kriminal atau kriminalitas. 
 
 Menurut Suryono Ekotama dan G. Widiartana (2000:174), 
mengemukakan bahwa : 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban 
pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. 
 
Sedangkan menurut J.E. Sahepaty (1995:25), mengemukakan 
bahwa : 
Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu 
berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 
kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2007:43), 
mengemukakan bahwa : 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban 
pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. 
 
Menurut Arif Gosita (2009:329), mengemukakan bahwa : 
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Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi terbagi menjadi 6 
(enam), yaitu sebagai berikut : 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas; 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal; 
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, 
pengacara, dan sebagainya; 
4. Reaksi terhadap viktimasi kriminal; 
5. Respon terhadap suatu viktimasi kriminal, argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi, usaha-
usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan; 
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Memang harus diakui bahwa kajian mengenai viktimologi relatif 
kurang diminati dikalangan praktisi hukum sehingga dari waktu ke waktu 
perkembangannya jauh tertinggal dibanding dengan kajian lainnya seperti 
kriminologi, panitensier, dan sebagainya, terbukti bidang viktimologi miskin 
dengan literatur serta kajian ilmiah-ilmiah lainnya.  
Hal ini terjadi karena dalam penanganannya perkara pidana 
perhatian yang diberikan kepada pelaku lebih banyak daripada korban 
sebagaimana Frank R. Prassel (1979:65) mengemukakan bahwa  “Victim 
was a forgotten figure in the study of crime. Victims of assaults, robbery, 
theft, and other offenceses were ignored while police, courts, and 
academicians concentrated on known violators. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy (Muhadar, 2006:22), mengemukakan 
bahwa : 
Apabila berbicara mengenai paradigma viktimisasi, maka dapat 
dikategorikan ke dalam 5 (lima) bentuk yang meliputi : 
a. Viktimisasi politik, yang dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
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angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional;  
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara 
pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak 
bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan 
hidup;  
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak 
dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang 
tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat 
bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;  
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk 
menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah 
diselesaikan aspek peradilannya.  
 
Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa viktimologi merupakan 
bidang yang tidak memerlukan perhatian yang serius dibandingkan 
dengan bidang kajian lainnya karena melalui viktimologi akan dapat 
diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah 
kejahatan yang semakin hari semakin meningkat.  
 
3.  Manfaat Viktimologi  
Menurut Rena Yulia (2010:39), mengemukakan bahwa : 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban. Manfaat viktimologi tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban 
dan perlindungan hukum; 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam 
suatu tindak pidana; 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban.  
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
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kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti 
akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu 
proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
Muladi (2007:82), mengemukakan bahwa : 
Viktimologi memiliki 3 tujuan utama yaitu : 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 
viktimisasi; dan 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu 
ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat 
baik sifatnya praktis maupun teoritis maka sia-sialah ilmu pengetahuan itu 
untuk dipelajari dan dikembangkan. 
Menurut Rena Yulia (2010:39), mengemukakan bahwa :  
Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban 
sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
 
Arif Gosita (2009:30), mengemukakan bahwa : 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang teribat dalam proses viktimisasi. Akibat 
pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi 
kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, 
represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi 
permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan 
penghidupan;  
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b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan 
beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, 
serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan 
ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai 
macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi;  
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka;  
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial 
pada setiap orang akibat polusi industri, terjadiya viktimisasi 
ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalah 
gunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan 
sendiri;  
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan 
reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.  
 
Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2006:66), 
mengemukakan bahwa :  
Viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan 
kejahatan bagi aparat kepolisian. Melalui viktimologi akan mudah 
diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, 
bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku 
dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. 
 
Selanjutnya Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom (2006:67), 
mengemukakan bahwa : 
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan 
adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai 
saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut 
memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah 
16 
 
kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari 
korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam 
putusan hakim. 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan 
permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikuensi, dan devisiasi sebagai 
satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi dapat 
dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai 
kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang 
memperhatikan aspek perlindungan korban. 
 
B.  Korban Kejahatan 
1.  Pengertian Korban 
 Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) 
UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban , yang 
berbunyi  “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.  
Dengan melihat rumusan pasal tersebut, yang dimaksud korban 
adalah :  
1. Setiap orang 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
3. Kerugian ekonomi 
4. Akibat tindak pidana 
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Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara 
Perlindungan Terhadap korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM 
Yang Berat sebagai berikut : 
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun. 
 
Menurut Bambang Waluyo (2011:9), mengemukakan bahwa : 
Berbagai pengertian tentang korban juga banyak dikemukakan baik 
oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi 
internasional yang membahas mengenai korban kejahatan yang 
memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda antara satu dengan 
yang lainnya akan tetapi pada intinya, memiliki persamaan yang 
merujuk kepada terdapatnya unsur penderitaan. Sebagaimana 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Crime Dictionary, korban (victim) adalah “orang yang telah 
mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta 
benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 
pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tnidak pidana dan 
lainnya”. 
b. Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
c. Ralp de sola, korban (victim) adalah “….person who has injuried 
mental or physical suffering. Loss of property or death resulting 
from an actual or atemted criminal by another....”. 
d. Cohen, mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain 
and suffering have been negiected by the state while it spends 
immense resources to hunt down and punish the offender who 
responsible for that pain and suffering”. 
e. Z. P Zeparovic , korban (victim) adalah “.... the person who are 
threatned injured or destroyed by an actor or omission of another 
(mean, structure, organization, or institution) and consequently a 
victim would be anyone who has suffered from or been theatened 
by a punishable (not only criminal act but also other punishable act 
as misdemeanors, economic offenses, non-fulfiltment of work 
duties) or an accident. Suffering may be caused by another 
structure, where people are also involved” 
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f. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara 
individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, 
termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, 
gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 
melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di 
masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom  (2006:39), 
mengemukakan bahwa : 
Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita 
kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa 
keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 
pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.  
 
Selanjutnya Dikdik dan Elisatris Gultom (2006:43), mengemukakan 
bahwa :  
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atau kelompok yang secara langsung menderita akbat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. 
 
 
2.  Tipologi Korban 
 Menurut Ezzat Abdel Fattah (Lilik Mulyadi 2003:124), 
mengemukakan bahwa : 
Tipologi korban kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua 
perspektif. Yang pertama berdasarkan perspektif keterlibatan korban 
terdapat beberapa tipologi korban, yaitu:  
a. Non participating victim adalah mereka yang menolak/menyangkal 
kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan.  
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.  
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan.  
19 
 
d. Particapting victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban.  
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri.  
 
Menurut Stepen Schafer (Lilik Mulyadi, 2003:123), mengemukakan 
bahwa : 
Apabila diitinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :  
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 
dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama.  
c. Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung 
jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut 
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan 
kepada korban yang tidak berdaya.  
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggung jawabanya 
secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.  
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
sekaligus sebgai pelaku kejahatan.  
g. Political victim sadalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik  
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Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban 
menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49),  
mengemukakan bahwa :  
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan 
(bukan kelompok)  
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum.  
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.  
d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk. 
 
 
3.  Hubungan Korban Dengan Tindak Pidana 
 Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana 
adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak 
tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak 
pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang 
didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang 
berkembang. 
Hentig (Bambang Waluyo,2011:9), mengemukakan bahwa : 
Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan terbagi menjadi 4 
(empat) yaitu :  
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan lebih besar;  
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama 
antara si pelaku dan si korban;  
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi si korban.  
 
Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban 
“murni” dari kejahatan atau tindak pidana artinya korban memang korban 
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yang sebenarnya yaitu korban tidak bersalah, hanya semata-mata 
sebagai korban. Kemungkinan penyebabnya dapat berupa kealpaan, 
ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan, 
dapat juga tejadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. 
Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun 
faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak 
“murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan 
sekaligus menjadi pelakunya.  
Menurut Mendelsohn (Bambang Waluyo, 2011:19), mengemukakan 
bahwa : 
Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat 
kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan 
menjadi lima macam, yaitu : 
a. Yang sama sekali tidak bersalah;  
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;  
c. Yang sama salahnya dengan pelaku;  
d. Yang lebih bersalah dari pelaku;  
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan)  
 
Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya 
juga dapat dikaji melaui hubungan darah, persaudaraan, ataupun 
kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual 
dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta 
waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang 
dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis 
dan sebagainya. 
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Sementara itu Suryono Ekotama dan G. Widiartana (2009:22), 
mengemukakan bahwa : 
Hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan 
pelaku adalah sebagai berikut : 
a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi 
sasaran atau objek perbuatan pelaku;  
b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara 
langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami 
penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap 
seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri 
dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan 
korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan 
korban tidak langsung.  
 
 
C.  Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
 Memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus 
memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan. Rumusan ini berdasarkan teori interaksi dan perspektif 
interaktif dengan memperhatikan hubungan antar semua fenomena yang 
ada yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (relationship 
criminology). Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan 
pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan 
peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara 
langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu 
sama pada korban. 
 Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa 
yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal 
tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh 
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bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara 
pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan 
dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung 
jawab. 
 Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan, pihak korban 
selaku partisipan utama memainkan peranan penting bahkan setelah 
kejahatan dilakukan. Masalah penyelesaian konflik dan penentuan 
hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi suatu kejahatan yang 
dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan tindak lanjut yang tidak adil 
dan merugikan korban. Demi keadilan dan memahami masalah kejahatan 
menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, perlu dilakukan 
penyelidikan dan peninjauan yang berperspektif interaktif (apalagi 
kejahatan adalah suatu interaksi). Masalah partisipan korban dengan 
berbahai macam peranan yang dimainkan dalam kejahatan adalah 
sangan penting. 
 Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar, secara langsung atau secara tidak langsung, sendiri atau bersama-
sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan 
motivasi positif ataupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan 
kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.  
 Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban 
sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela 
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untuk menjadi korban. Siatuasi atau kondisi yang ada pada dirinya yang 
merangsang atau mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan 
karena kerap kali antara pihak pelaku dan korban tidak terdapat hubungan 
terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan 
kelemahan fisik dan mental pihak korban yang berusia tua atau kanak-
kanak, yang cacat tubuh atau jiwa serta pria atau wanita dan lain-lain, 
yang dapat dimanfaatkan. Situasi dan kondisi yang berkaitan dengan 
sosial pihak korban, bodoh, golongan lemah, politis, ekonomis, hukum, 
yang berkedudukan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam 
masyarakat yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak 
bermanfaat. 
 Keadaan di atas kerap kali tidak dapat ditolak karena dimiliki pihak 
korban sejak lahir atau dilimpahkan pada dirinya akibat perkembangan 
sosial yang tidak mampu ditolaknya sehingga kemungkinan menjadi 
korban selalu ada padanya. Pihak korban yang diketahui termasuk 
golongan lemah mental, fisik, sosial (ekomomi, politis, yuridis) yang tidak 
dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang 
memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa 
dirinya lebih kuat dan berkuasa pada pihak korban. 
 Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat juga 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat 
sikap dan tindakannya. Walapun pihak korban dan pihak pelaku tidak 
memiliki hubungan sebelumnya. Sebagai contoh korban bersikap atau 
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bertindak lalai sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk 
melakukan kejahatan. Bisa juga karena korban berada di daerah rawan 
pada waktu tertentu sehingga memungkinkan dan memudahkan dirinya 
untuk menjadi sasaran kejahatan. 
 Situasi tertentu selanjutnya adalah apabila pihak korban dan pelaku 
mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya. Hubungan ini bisa 
terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal 
bersama di suatu tempat atau daerah tertentu. Bisa juga apabila pelaku 
dan korban mempunyai suatu kegiatan bersama. Situasi dan kondisi 
dalam hubungan ini yang memudahkan korban menjadi sasaran 
kejahatan adalah karena adanya suatu kepentingan yang dikehendaki 
oleh pelaku, sehingga pelaku memanfaatkan pihak korban untuk 
memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi tertentu. 
Menurut Rena Yulia (2010:75), mengemukakan bahwa : 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. 
Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus 
memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
 
Sementara itu Chaeruddin dan Syarif Fadillah (2004:10), 
mengemukakan bahwa : 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan 
keadaan yang dapat memicu sesorang untuk berbuat kejahatan. 
Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang 
telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental 
maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang 
mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan 
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korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.  
 
Selanjutnya Rena Yulia (2010:75), mengemukakan bahwa : 
Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu 
kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin 
timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang 
merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu 
kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat 
penderitaan korban. 
 
Menurut Chaeruddin dan Syarif Fadillah (2004:11), mengemukakan 
bahwa : 
Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban 
adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula 
kejahatan tanpa korban “crime without victim”, akan tetapi harus 
diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, 
misalnya dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, 
aborsi, di mana korban menyatu sebagai pelaku. 
 
Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif 
maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Arif 
Gosita (2009:103) mengemukakan bahwa  “Pelaksana peran-peran pihak 
korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara langsung atau 
tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada 
korban”. 
Menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2003:123), 
mengemukakan bahwa : 
Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja 
bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Apabila ditinjau dari persfektif 
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tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni 
sebagai berikut : 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 
dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;  
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama;  
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan 
kepada korban yang tidak berdaya;  
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya 
secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;  
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung 
jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus 
sebagai pelaku kejahatan;  
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik.  
 
Menurut Ezzat Abdel Fattah (Lilik Mulyadi, 2003:124), 
mengemukakan bahwa : 
Ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, 
maka korban dibagi menjadi 5 (lima) tipologi yaitu : 
1. Non participating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/ 
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi 
dalam penanggulangan kejahatan;  
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;  
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan;  
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4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban;  
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri;  
 
Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, 
sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi 
korban, salah satunya oleh Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris 
Gultom, 2006:49), mengemukakan bahwa: 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi 
korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);  
b. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan hukum;  
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;  
d. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, 
misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
e. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen 
yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi. 
 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri 
sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah 
masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, 
bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut 
proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita 
harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang 
pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala 
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sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping 
diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran 
kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 
mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-
nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru 
harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat 
memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut 
memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
kejahatan. 
Bambang Waluyo (2011:9), mengemukakan bahwa : 
Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan lebih besar;  
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama 
antara si pelaku dan si korban;  
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi si korban.  
 
Keterkaitan antara pelaku dan korban kejahatan nampaknya 
dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat 
pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu 
pula halnya dengan korban. Menurut Draplin (Rena Yulia, 2009:78) 
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mengemukakan bahwa  “Kecenderungan pelaku kejahatan atau 
pelanggar hukum dianggap sebagai korban dari tindakannya, dan korban 
dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran yang mengorbankan dirinya”. 
 
D.  Tindak Pidana 
1.  Pengertian Tindak Pidana  
 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WVS Belanda dan WVS Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. 
Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 
dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman 
pendapat. 
 Menurut Achmad Ali (2002:251), mengemukakan bahwa : 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut : 
1. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. 
Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J van 
Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana 
Indonesia, A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.  
2. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 
dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, (diganti dengan 
UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 
Tahun 1999), dan perundang undangan lainnya.  
3. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja  
4. Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
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dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, 
misalnya E.Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain 
yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno 
pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku nya 
Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, walaupun 
menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni 
dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravendijk dalam bukunya Pelajaran tentang Hukum Pidana 
Indonesia.  
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai 
tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana  
7. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk UU No. 
12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.  
 
Laden Marpaung (2005:8), mengemukakan bahwa : 
Terdapat beberapa ahli yang merumuskan pengertian tindak pidana 
antara lain sebagai berikut : 
a. Achmad Ali, mengemukakan tindak pidana (delik) adalah 
pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar 
hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak 
membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat 
ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.  
b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.  
c. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah  perbuatan 
yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, 
yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.  
e. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum 
adalah kelakukan orang yang begitu bertentangan dengan 
keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan 
hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat 
dipersalahkan. 
 
2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur 
objektif dimana keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang 
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lainnya. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan 
kealpaan (culpa). 
Kemudian menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2008:23), 
mengemukakan bahwa : 
Yang termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)  
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana  
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperi di dalam kejahatan 
pencurian, pencuran kendaraan bermotor, pemerasan, pemalsuan, 
dan lain-lain.  
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti 
dalam didalam kejahatan pembunuhan.  
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
menurut Pasal 308 KUHPidana.  
 
Menurut Prof. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2008:23), 
mengemukakan bahwa : 
Unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur 
objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri 
manusia, yaitu berupa: 
a. Suatu tindakan,  
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid).  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: 
a. Kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid);  
b. Kesalahan (schuld).  
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Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang merupakan 
unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku  
3. Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.  
 
E. Tindak Pidana Pencurian 
1.  Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
 Dalam KUHPidana Pasal 362, yang dimaksud dengan pencurian 
adalah sebagai berikut : 
Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
Menurut Adami Chazawi (2003:5), mengemukakan bahwa : 
Unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana 
pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 
KUHPidana antara lain : 
1. Mengambil barang 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 
“mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada 
menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan 
mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah 
pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, 
dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol 
yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil”  terang 
tidak ada unsur tindak pidananya apabila barangnya diserahkan 
kepada orang yang berhak oleh pelaku. Apabila penyerahan ini 
diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak 
pidana pencurian. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya 
paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana 
pemerasan (afpersing). 
2. Barang yang diambil 
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Oleh karena sifat tindak pidana pidana pencurian ialah merugikan 
kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. 
Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang 
diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi 
si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak 
ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki 
oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan 
yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris 
yang berhak atas barang itu.  
3. Tujuan memiliki barangnya dengan cara melawan hukum yaitu 
“memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat 
pada tindak pidana “penggelapan barang” dari Pasal 372 
KUHPidana, bahkan di situ tidak hanya milik tapi harus ada “tujuan” 
(oogmerk) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk 
perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki 
barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik 
suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak 
mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar 
hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang 
menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, 
ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas 
nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut 
kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-
olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku 
melanggar hukum. Tentang memiliki barang sendiri tidak lepas dari 
wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud 
macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, 
memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat 
negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga 
tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu 
tanpa persetujuannya. 
 
M. Sudradjat Bassar (1986: 64) mengemukakan bahwa  “Hanya, 
jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), 
misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana 
pencurian.  
 
2.  Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian 
 Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHPidana 
buku II bab XXII, Pasal 362 KUHPidana sampai Pasal 365 KUHPidana 
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yang dapat digolongkan berdasarkan unsur - unsurnya yaitu pencurian 
biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian 
dengan kekerasan. 
1. Pencurian Biasa  
Pencurian biasa tercantum dalam Pasal 362 KUHPidana yang 
berbunyi : 
Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain,dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah. 
 
Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian 
biasa adalah : 
a) Perbuatan mengambil  
b) Barang yang diambil  
c) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain 
d) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum  
 
2. Pencurian Ringan  
Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang 
berbunyi : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 No.4, begitu 
juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup 
yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih 
dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak dua ratus lima puluh rupiah. 
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Pencurian ringan berbeda dengan pencurian biasa maupun dengan 
pencurian-pencurian lainnya, karena dalam pencurian ringan nilai barang 
yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara 
lain : 
a) Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari 
Rp.250,-  
b) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang 
yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-  
c) Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil 
dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau 
memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari 
Rp.250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada di rumahnya.  
 
3. Pencurian Dengan Pemberatan  
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. 
Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang 
mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, 
yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya 
menjadi berat. Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat 
yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian 
dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Adapun bunyi 
pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
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Pasal 363 ayat (1): 
 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
(1) Pencurian ternak;  
(2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, leutusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, 
atau bahaya perang;  
(3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh 
yang berhak; 
(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
(5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, 
dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan 
jabatan palsu.  
 
Pasal 363 ayat (2) : 
 
Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal 
dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
 
 
4. Pencurian Dengan Kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pencurian dengan 
kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi : 
Pasal 365 ayat (1): 
Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 
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Pasal 365 ayat (2): 
 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
(6) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau 
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;  
(7) Jika perbuatan dilakaukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
(8) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu;  
(9) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.  
 
Pasal 365 ayat (3): 
 
Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
Pasal 365 ayat (4): 
 
Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal 
yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 
 
 
3.  Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
 Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki banyak 
bentuk salah satunya adalah penjambretan. Penjambretan adalah aksi 
dimana seorang pelaku penjambretan merenggut atau merebut (barang 
milik orang lain yang sedang dibawa atau dipakai). Penjambretan berbeda 
dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya 
berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. 
 Pencurian biasa merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan 
cara pelaku mengambil barang yang bukan miliknya (barang yang dimiliki 
korban) dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh korban, 
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sehingga korban mengetahui dirinya telah menjadi korban pencurian 
beberapa saat setelah terjadinya tindak pidana pencurian atau setelah 
korban menyadari bahwa terdapat barang miliknya yang telah hilang. 
Perampokan sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan di mana 
sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan 
seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Perampokan 
kadang dibedakan dengan pencurian. Perampokan adalah tindakan 
pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan 
pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. 
Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum 
yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari 
suatu pihak secara paksa. Sedangkan penjambretan biasanya dilakukan 
dengan cara merampas barang yang dimiliki korban yang dimana barang 
yang diambil oleh korban sebelumnya berada dalam penguasaan penuh 
sang pemilik. 
 Banyak Faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan (penjambretan) salah satunya yang dilihat 
dari aspek sosial  psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor 
endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri. Jika seorang 
tidak bijaksana dalan menanggapi masalah yang barang kali 
menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai 
pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang benar. Sementara 
faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah 
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yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi salah satunya yaitu 
kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan merupakan 
contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. 
Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau 
ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang 
yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat 
sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh 
ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam 
kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang 
untuk berbuat jahat. 
 Banyaknya faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) tidak berarti bahwa 
tidak terdapat pula upaya untuk menanggulangi atau paling tidak 
mencegah tindak pidana itu sendiri. Maka dari itu penulis melalui skripsi ini 
akan melakukan penelitian untuk mencari solusi dari maraknya tindak 
pidana penjambretan dengan menitikberatkan persoalan dari aspek 
korban itu sendiri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Lokasi Penelitian  
Metode penelitan adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat 
dilaksanankannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas maka penelitian yang dilakukan untuk mencari korban tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan (penjambretan) guna menemukan inti dari 
permasalahan skripsi ini, maka pencarian dilakukan di wilayah Kota 
Makassar. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini 
dikarenakan Kota Makassar merupakan salah satu kota yang marak 
terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu penjambretan. 
Pertimbangan selanjutnya adalah Kota Makassar merupakan tempat 
tinggal penulis sehingga dengan melakukan penelitian di Kota Makassar 
maka akan memudahkan penulis untuk memperoleh data yang lengkap, 
akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 
obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan 
penulisan skripsi.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu  dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
tujuan dan masalah penelitian.   
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data penelitan, maka teknik pengumpulan 
data yang dilakukan adalah yaitu : 
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah para korban yang pernah mengalami pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar.  
b. Kuisioner, yaitu suatu alat pengumpul data yang berisi daftar 
pertanyaan secara tertulis yang ditunjukkan kepada responden 
dalam hal ini para korban yang pernah mengalami pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar. 
c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini adalah tempat yang  
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sering terjadi pencurian dengan kekerasan seperti di jalan 
umum, angkutan umum, pasar, dll 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
dan kuantitatif. 
a. Analisis kualitatif adalah analisis yang bersifat mendiskripsikan 
data yang diperoleh kemudian memberikan penafsiran dan 
kesimpulan. 
b. Analisis kuantitatif adalah analisis terhadap data yang 
dikuantifikasikan dengan menggunakan analisis statistik 
deskriptif persentase, dengan rumus Presentase = 
Frekuensi/Jumlah Frekuensi x 100%.   
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
 
 Untuk mencari tahu mengenai perkembangan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan, peranan korban kejahatan pencurian 
dengan kekerasan, dan juga untuk mengetahui bagaimanakah upaya 
penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 
Kota Makassar. Maka penulis melakukan pencarian terhadap korban 
kejahatan yang pernah mengalami tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di berbagai wilayah Kota Makassar. Adapun tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dimaksud adalah penjambretan. 
Selama melakukan pencarian selama kurang lebih satu bulan, penulis 
telah mendapatkan 30 korban kejahatan pencurian dengan kekerasan 
yang tersebar di beberapa tempat di Kota Makassar. 
 Sebelum menjawab mengenai rumusan masalah yang telah penulis 
angkat di dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui 
terlebih dahulu mengenai tempat, waktu, dan tingkat keramaian lokasi 
kejadian, jenis kelamin korban, pekerjaan korban, jenis barang yang telah 
dicuri, dan faktor apakah yang mendorong terjadinya tindak pidana 
tersebut (berdasarkan kajian viktimologi), dikarenakan dengan 
mengetahui data-data tersebut maka penulis akan lebih mudah untuk 
mengolah data guna agar rumusan masalah yang penulis angkat di dalam 
skripsi ini dapat terjawab dengan benar dan akurat. Dalam mencari data-
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data yang disebutkan di atas, penulis melakukan wawancara secara 
langsung dan juga memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan yang 
serupa dengan pertanyaan yang diajukan di dalam wawancara langsung 
kepada 30 korban kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
di Kota Makassar. 
 Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner 
tersebut, akan penulis paparkan selengkapnya di bawah ini : 
1. Data Korban Berdasarkan Tempat, Waktu, dan Tingkat Keramaian 
Lokasi Kejadian 
 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 30 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai tempat, waktu, dan tingkat keramaian lokasi terjadinya tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dipaparkan 
oleh penulis dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Tempat, Waktu, 
dan Tingkat Keramaian Lokasi Kejadian. 
 
 
Lokasi Terjadinya 
Kejahatan 
Waktu 
Tingkat 
Keramaian 
Ruangan 
Terbuka 
Ruangan 
Tertutup 
Siang Malam Ramai Sepi 
Jumlah 25 
 
5 
 
22 
 
8 
 
14 
 
16 
Presentase 83% 
 
17% 
 
73% 
 
27% 46% 
 
54% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
 Jumlah di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar marak terjadi di ruangan terbuka 
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seperti pasar, jalan umum, dan di atas kendaran seperti motor, mobil, 
becak, dan angkutan umum lainnya yaitu sebanyak 25 orang (83%), 
sedangkan pada ruangan tertutup seperti rumah, kampus, sekolah, mall 
yaitu sebanyak 5 orang (17%). Data tersebut juga memaparkan bahwa 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan marak terjadi pada siang hari 
yaitu sebanyak 22 orang (73%), sedangkan pada malam hari yaitu 
sebanyak 8 orang (27%). Adapun tingkat keramaian lokasi kejadian yaitu 
pada lokasi sepi sebanyak 16 orang (54%) dan pada lokasi ramai 
sebanyak 14 orang (46%). 
2. Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 30 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai jenis kelamin korban tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar yang dipaparkan oleh penulis sebagai 
berikut:  
Tabel 2.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin. 
 
 
Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah 3 27 
 
Presentase 
 
10% 90% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
Jumlah di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar marak terjadi terhadap korban yang 
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memiliki jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 27 orang (90%), 
sedangkan korban yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang 
(10%). 
3. Data Korban Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 30 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai jenis pekerjaan korban tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar yang dipaparkan oleh penulis sebagai 
berikut: 
Tabel 3.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Pekerjaan. 
 
 
Jenis Pekerjaan 
Pelajar/Mahasiswa Pegawai/Wiraswasta 
Ibu Rumah 
Tangga 
Jumlah 17 8 5 
 
Presentase 
 
57% 27% 16% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
 Jumlah di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar marak terjadi terhadap korban yang 
memiliki jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 17 orang 
(57%), pegawai/wiraswasta sebanyak 8 orang (27%), dan ibu rumah 
tangga sebanyak 5 orang (16%). 
4. Data Korban Berdasarkan Jenis Barang Yang Dicuri 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 30 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
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mengenai jenis barang yang dicuri di dalam tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar yang dipaparkan oleh penulis 
sebagai berikut : 
Tabel 4.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Barang 
Yang Dicuri 
 
 
Jenis barang 
Perhiasan Alat Elektronik Dompet/Tas 
Jumlah 4 10 16 
 
Presentase 
 
13% 33% 54% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
Jumlah di atas menunjukkan bahwa jenis barang korban yang 
banyak menjadi objek pencurian di dalam tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar adalah tas/dompet sebesar 16 orang (54%), 
kemudian alat elektronik sebanyak 10 orang (33%), dan perhiasan 
sebanyak 4 orang (13%). 
5. Data Korban Berdasarkan Faktor Pendorong Terjadinya Tindak 
Pidana 
 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 30 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, maka 
diperoleh data mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong 
terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar 
dengan menggunakan kajian viktimologi (korban) yang dipaparkan oleh 
penulis sebagai berikut : 
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Tabel 5.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Faktor 
Pendorong Terjadinya Tindak Pidana. 
 
 
Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan 
Internal Korban Eksternal Korban 
Jumlah 24 6 
 
Presentase 
 
80% 20% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
Jumlah di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar justru 
banyak merupakan faktor internal korban seperti memakai perhiasan 
secara berlebihan di tempat umum, kelalaian, kurang hati-hati dalam 
memegang barang bawaan dan kurang waspada terhadap keadaan 
sekitar yaitu sebanyak 24 orang (80%), sedangkan faktor eksternal korban 
seperti adanya pelaku yang terorganisir dan terlatih, kelemahan korban, 
dan rendahnya tingkat keamanan yaitu sebanyak 6 orang (20%). 
 
B. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di 
Kota Makassar 
 
Persoalan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah salah 
satu permasalahan yang sering terjadi dikehidupan masyarakat manapun, 
tidak terkecuali di kota Makassar dengan berbagai dinamika dan 
persoalan sosial masyarakatnya. Pada umumnya alasan sesorang 
melakukan kekerasan dalam pencurian adalah : 
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1. Untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya mencuri suatu 
barang; 
2. Dalam keadaan terpaksa atau terdesak; 
3. Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban; 
4. Untuk menghilangkan bukti atau jejak. 
Berdasarkan data yang didapatkan maka penulis akan 
memaparkan jumlah peristiwa kejahatan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 6.  Jumlah Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kota 
Makassar Yang Dilaporkan 
 
No Tahun Jumlah Presentase 
1 2010 368 24% 
2 2011 335 22% 
3 2012 389 26% 
4 2013 421 28% 
 Total 1.513 100% 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 
 
Data diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar pada umumnya mengalami peningkatan 
walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 335 
(22%) kasus dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 368 (24%) 
kasus. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 389 
(26%) kasus, dan pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan yaitu sebesar 
421 (28%) kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. 
51 
 
C. Peranan Korban Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di 
Kota Makassar 
 
Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan 
yaitu yang pertama adalah adanya niat dari pelaku dan yang kedua 
adalah adanya kesempatan. Niat merupakan suatu faktor yang berasal 
dari diri pelaku sebelum ingin menjalankan aksinya. Faktor ini biasanya 
merupakan faktor yang dikategorikan sebagai faktor internal dari pelaku  
dikarenakan berasal dari dalam diri pelaku. Lain halnya dengan niat, 
kesempatan adalah suatu faktor yang justru tidak berasal dari dalam diri 
pelaku melainkan berasal dari dalam diri korban (internal korban). Korban 
sebagai pihak yang dirugikan justru seringkali menjadi pihak yang 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan. Dengan adanya suatu tindakan atau tingkah 
laku korban tersebut maka pelaku yang awalnya tidak memiliki niat, justru 
menjadi berniat untuk menjalankan aksinya dikarenakan adanya tindakan 
korban yang “memancing” niat tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 
pembahasan sebelumnya di atas, maka rumusan masalah pertama yaitu 
bagaimanakah peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dapat terjawab. 
Terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal korban itu sendiri 
seperti memakai perhiasan secara berlebihan di tempat umum, kelalaian, 
kurang hati-hati dalam memegang barang bawaan dan kurang waspada 
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terhadap keadaan sekitar yaitu sebesar 80% dari total keseluruhan 
kejadian dimana kaum perempuan menjadi target utama dari aksi pelaku 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Selain itu lokasi kejadian 
yang menjadi tempat yang paling banyak terjadi tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar adalah ruangan terbuka seperti jalan 
umum dan dilakukan pada waktu siang hari.  
Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 
responden, terdapat beberapa kejadian yang memiliki kesamaan 
kronologis kejadian yaitu target mayoritas perempuan yang berprofesi 
sebagai mahasiwi, pada waktu siang hari, berlokasi di tempat terbuka 
seperti jalan umum, di atas kendaraan bermotor, dan kendaraan umum. 
Sasaran objek pencuriannya pun beragam seperti perhiasan, alat 
elektronik, dan tas.  
Ada beberapa tindakan yang paling banyak dilakukan oleh 
responden selaku korban kejahatan pencurian dengan kekerasan, salah 
satunya adalah dengan menyimpan barang bawaan di tempat yang tidak 
aman. Contohnya adalah pada saat berkendara menggunakan motor, 
korban hanya menempatkan tas yang berisi barang berharga di 
gantungan yang ada pada motor tersebut yang berlokasi di antara kaki 
korban sehingga pelaku hanya perlu menarik tas dan melarikan diri. 
Selain itu, terdapat korban yang hanya meletakkan tasnya di atas 
pangkuan tanpa memegangnya sehingga pelaku dapat merampas tas 
tersebut dengan mudah. Tindakan yang juga banyak dilakukan oleh 
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respoden selaku korban kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah 
dengan “bermain” handphone pada saat berada di atas motor, padahal 
tindakan ini justru sangat berbahaya karena dapat menghilangkan tingkat 
waspada kita terhadap keadaan sekitar dikarenakan fokus terhadap 
handphone.  
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga marak terjadi di 
pasar dan di dalam kendaraan umum seperti angkutan kota, selain juga 
bermain handphone dan tidak menjaga barang bawaan, pakaiaan yang 
dikenakan oleh korban juga merupakan hal yang tidak dapat dipandang 
sebelah mata. Pakaiaan dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan 
juga cenderung menyebabkan pelaku ingin melakukan aksi penjambretan 
tersebut.  
Selain adanya beberapa tindakan langsung yang dilakukan korban 
kejahatan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan, terdapat juga tindakan tidak langsung yang dilakukan korban 
yang juga dapat memicu terjadinya penjambretan yaitu menggenakan 
pakaiaan yang “berlebihan”. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 
lakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di atas angkutan 
kota dan beberapa tempat berbelanja di Kota Makassar, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan menggenakan 
pakaiaan yang mencolok seperti memakai perhiasan secara berlebihan 
dan membawa barang-barang berharga di tempat yang tidak seharusnya 
masih sering kita jumpai secara langsung. Tindakan seperti ini juga 
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merupakan tindakan yang justru dapat menyebabkan dirinya menjadi 
korban pencurian dengan kekerasan. 
Dikaitkan dengan peranan korban di dalam terjadinya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar, penulis menghubungkan 
kesimpulan yang ada dengan pendapat Ezzat Abdel Fattah yang dikutip 
dari buku Lilik Mulyadi yang menyebutkan beberapa bentuk keterlibatan 
korban dalam terjadinya kejahatan yang dalam hal ini, maka yang paling 
tepat dengan pendapat Ezzat Abdel Fattah adalah participating victims. 
Sedangkan apabila merujuk pendapat Stephen Schafer maka penulis 
menghubungkan kesimpulan yang ada dengan memasukkan tipe korban 
tersebut ke dalam biologically weak victims dikarenakan dari hasil data 
yang didapatkan, perempuan adalah korban yang paling banyak menjadi 
sasaran pencurian dengan kekerasan. Hal itu dikarenakan keadaan fisik 
korban yang potensial untuk dijadikannya sasaran oleh pelaku. 
Peranan korban kejahatan tidak hanya mengenai bagaimana 
tindakan yang dilakukan korban sebelum, dan pada saat terjadinya tindak 
pidana, akan tetapi juga mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan 
korban setelah terjadinya tindak pidana, tindakan tersebut berupa 
melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialaminya atau 
memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Maka dari itu penulis 
juga memaparkan tindakan korban setelah terjadinya tindak pidana dalam 
bentuk tabel sebagai berikut :  
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Tabel 7.  Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Kota Makassar Berdasarkan Tindakan korban 
Setelah Terjadi Tindak Pidana.  
 
 
Tindakan Korban Setelah Terjadinya Tindak 
Pidana 
Melapor Pada Polisi Tidak Melapor Polisi 
Jumlah 10 20 
 
Presentase 
 
33% 67% 
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Maret 2014 
 Jumlah di atas menunjukkan bahwa korban yang melaporkan 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialaminya sebanyak 10 
orang (33%) dan jumlah korban yang memilih untuk tidak melaporkan 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialaminya sebanyak 20 
orang (67%). Hal ini terjadi karena para korban beranggapan bahwa 
melapor ke polisi hanya akan membuang-buang waktu, dan mereka juga 
beranggapan bahwa pada akhirnya, barang mereka tidak akan kembali. 
Akibat dari hal tersebut, maka tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
di Kota Makassar dapat dikategorikan kejahatan terselubung (hidden 
crime).  
 Seperti diketahui, ada beberapa bentuk kejahatan terselubung. 
Pertama, kejahatan itu pada umumnya tidak dilaporkan kepada pihak 
berwenang. Apakah karena kurangnya kepercayaan kepada pihak yang 
berwenang atau jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, dan 
urusan menjadi berbelit-belit. Kedua, berkaitan dengan sistem, struktur, 
dan birokrasi, sehingga korban kejahatan merasa tidak ada untungnya jika 
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mempersoalkan kejahatan yang menimpa dirinya, bahkan merugi. Artinya, 
persoalan yang akan diurus dan dihadapi kadang-kadang tidak sebanding 
dengan kerugian yang diderita seseorang. Seperti halnya dengan korban 
dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu yang dimaksud di 
dalam skripsi ini adalah penjambretan, bermaksud mengurus tas yang 
bernilai ekonomi lima ratus ribu rupiah justru dapat kehilangan satu juta 
rupiah dikarenakan biaya pengurusan perkara tersebut. 
Peranan korban kejahatan seperti ini justru menyebabkan pelaku 
seakan dapat leluasa melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar secara berulang-ulang, dikarenakan 
kurangnya laporan yang diterima oleh pihak yang berwenang sehingga 
secara langsung juga berpengaruh terhadap jumlah pihak atau pelaku 
yang dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Akan tetapi hal seperti ini 
bukan merupakan tanggung jawab korban sepenuhnya dikarenakan perlu 
adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem tersebut sehingga 
korban selaku pihak yang dirugikan juga dapat mendapatkan hak-hak 
yang berkenaan dengan dirinya, sehingga diperlukan suatu kerja sama 
yang baik diantara kedua belah pihak tersebut. Dengan jaminan 
memperoleh hak-hak, maka korban selaku pihak yang dirugikan tidak 
akan mengalami kerugian yang lebih banyak dikarenakan adanya 
perlakuan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melindungi 
hak-hak dari warga negaranya 
 
57 
 
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan di Kota Makassar 
 
Menurut E.H.Sutherland dan Cressey (Soedjono Dirdjosiworo 
1983:66), mengemukakan bahwa : 
Dalam crime prevention, terdapat dua buah metode yang dipakai 
untuk mengurani frekuensi dari kejahatan. Metode untuk mengurangi 
pengulangan dari kejahatan, yaitu : 
1. Metode untuk mencegah the first crime, yaitu merupakan satu cara 
yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama 
kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan 
metode ini juga dikenal sebagai metode preventif. 
2. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 
residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang 
dilakukan secara konseptual. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif. Akan tetapi, yang menjadi fokus di dalam 
skripsi ini adalah upaya preventif terhadap maraknya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Upaya preventif adalah 
upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih 
tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini 
merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematik, berencana, 
terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang 
kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar. 
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Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. Menurut Barnest dan Teeters (Soedjono Dirdjosiworo, 
1983:79), mengemukakan bahwa : 
Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: 
1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah 
laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau 
kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik 
sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis . 
 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata 
lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
   Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana upaya melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi 
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seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang juga, disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama begitu pula dengan 
maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. 
 Terdapat beberapa tujuan utama perlu dilakukannya suatu tindak 
preventif, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada di dalam 
masyarakat; 
2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam mengantisipasi 
kejahatan dengan cara pendekatan terpadu; 
3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan 
masyarakat; 
4. Menciptakan situasi yang aman. 
Maka dari itu tindakan preventif merupakan tindakan yang paling 
mudah untuk dilakukan karena hanya berasal dari dalam diri kita sendiri. 
Tindakan preventif juga merupakan tindakan yang sangat sederhana 
tetapi dalam penerapannya sering kali dipandang sebelah mata dan untuk 
menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimanakah upaya preventif 
yang dapat dilakukan untuk mencegah  maraknya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di Kota Makassar adalah sebagai berikut : 
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1. Dari hasil yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan 
responden, mayoritas korban adalah perempuan maka dari itu 
perempuan harus lebih berhati-hati di dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari seperti sebisa mungkin tidak berjalan sendirian pada 
malam hari, tidak memakai perhiasan yang berlebihan di 
tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti ketika berpergian 
ke pasar sebaiknya menggunakan pakaiaan yang sewajarnya. 
Lebih waspada terhadap barang bawaan dan keadaan sekitar 
juga perlu dilakukan agar terhindar dari sasaran pelaku 
kejahatan. 
2. Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis terhadap 
responden, faktor internal korban seperti kelalaian merupakan 
faktor yang paling banyak menyebabkan dirinya menjadi korban. 
Memegang handphone diatas kendaraan bermotor dan 
menyimpan tas di tempat yang tidak aman merupakan hal yang 
paling banyak dilakukan responden maka dari itu, sebaiknya 
apabila hendak mengguanakan handphone melihatlah terlebih 
dahulu keadaan sekitar apakah tempat anda berada adalah 
tempat yang aman atau tidak. Selain itu, menjaga barang 
bawaan anda seperti memegang tas dan tidak menyimpannya 
di tempat yang mudah untuk diambil oleh pelaku adalah upaya 
yang paling tepat untuk menghindari tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. 
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3. Berperan aktif di dalam BINMAS (Bina Mitra Masyarakat). 
Dengan bantuan tim BINMAS yang terdapat disetiap kelurahan 
guna memberikan pengetahuan melalui penyuluhan hukum 
terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari 
berbagai tindak pidana termasuk pencurian dengan kekerasan. 
Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh 
masyarakat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah 
dan tempat-tempat umum dalam rangka memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban 
dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  
Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat memberikan 
pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada 
dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban tindak 
pidana. Selain itu upaya- upaya diatas juga memberikan pemahaman 
kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai 
sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau 
masyrakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak 
masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang 
berlaku. 
Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana 
tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah 
tidak memadai atau efektif lagi untu mengatasi suatu tindak pidana. Upaya 
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represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana 
termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 
memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, 
guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam 
masyarakat dan kepastian hukum. Walaupun upaya represif lebih 
mengarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akan 
tetapi korban juga memiliki andil untuk melakukan pemberantasan 
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Salah satu 
caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejadian pencurian 
dengan kekerasan yang dialaminya ke pihak yang berwajib.  
Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya 
diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. 
Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, 
seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, 
sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga 
akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
pihak polrestabes Makassar, karena dengan kurangnya jumlah peralatan 
pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian 
dan penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di kota Makassar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar 
pada umumnya mengalami peningkatan walaupun pada tahun 
2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 335 (22%) kasus 
dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 368 (24%) kasus. 
Sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 389 
(26%) kasus, dan pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan 
yaitu sebesar 421 (28%) kasus. 
2. Peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar adalah sebagai 
pihak yang justru menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana 
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari hasil 
penelitian yang memaparkan bahwa sekitar 80% dari total 
keseluruhan kejadian berawal dari tindakan yang dilakukan oleh 
korban (faktor internal korban). Adapun tindakan korban yang 
menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar adalah : 
a. Menyimpan barang bawaan di tempat yang tidak aman; 
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b. Memegang handphone pada saat berkendara atau di atas 
kendaraan, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum; 
c. Menggenakan perhiasan secara berlebihan di tempat-tempat 
yang rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan; 
d. Kurang waspada terhadap barang bawaan dan keadaan 
sekitar; dan 
e. Tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang 
berwenang sehingga pelaku dapat bebas berkeliaran di 
masyarakat.  
3. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai langkah 
untuk memberantas atau paling tidak mencegah terjadinya 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar 
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Upaya preventif, adalah upaya penanggulangan yang 
dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana (upaya 
pencegahan), dilakukan dengan cara tidak memakai 
perhiasan yang berlebihan di tempat-tempat yang tidak 
semestinya, tidak memegang atau bermain handphone pada 
saat berada diatas kendaraan, lebih berhati-hati dalam 
menyimpan dan menjaga barang bawaan, dan lebih 
waspada terhadap keadaan sekitar. 
b. Upaya represif, adalah upaya penanggulangan yang 
dilakukan setelah terjadinya tindak pidana (upaya 
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pemberantasan), dilakukan dengan menindak lanjuti setiap 
laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. Kemudian memberikan sanksi hukum 
yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna 
memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam 
masyarakat dan kepastian hukum.  
 
B.  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis 
paparkan adalah sebagai berikut : 
1. Tidak menyepelekan atau memandang sebelah mata mengenai 
tindakan-tindakan preventif dikarenakan, dengan melakukan 
tindakan preventif maka kita dapat terhindar dari tindakan 
kriminal seperti pencurian dengan kekerasan. 
2. Bagi kaum perempuan, sebaiknya memiliki kemampuan untuk 
mempertahankan dirinya sendiri dengan cara mempelajari  ilmu 
bela diri agar dapat terhindar dari maraknya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan dengan sasaran korban mayoritas 
perempuan. 
3. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut 
berpartisipasi di dalam upaya memberantas maraknya tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dengan 
cara tidak “tutup mata” dan melaporkan kejadian yang 
dialaminya ke pihak yang berwajib. 
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4. Sebelum melakukan aktivitas, diharapkan untuk selalu 
memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat 
dihindarkan dari ancaman bahaya yang selalu bisa terjadi 
dimana saja dan diwaktu yang tidak dapat kita ketahui.   
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